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PERJANJIAN KINERJA 

(PK) 

 
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

1. Nama Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

2. Tugas dan 

Kewajiban 

: Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan 

bangsa dan politik di wilayah provinsi. 

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik 

di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila 

dalam dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam 

negeri dan kehidupan demokrasi, dan pemeliharaan ketahanan 

ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan 

intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi 

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 

nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 

budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat 

beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 

penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan ; 

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, 

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 

pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan 

kerukunan antar suku dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, 

serta pelaksanaan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; 

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa 

dan politik; 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur. 

 

 

 

 



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Penjelasan (Formulasi, Pengukuran, 

Tipe Penghitungan, Sumber Data) 

SS1 Terwujudnya kualitas 

ASN yang 

berkompeten dalam 

perwujudan 

pemerintahan yang 

terpercaya. 

Persentase ASN 

yang berkualitas 

dan berkinerja 

dibidang kesatuan 

bangsa dan politik. 

Formulasi pengukuran : 

Jumlah ASN yang berkualitas dan 

berkinerja                                     x 100% 

Jumlah ASN yang tidak berkualitas dan 

berkinerja 

= 90% 

SS2 Meningkatnya 

kualitas kehidupan 

sosial masyarakat 

yang harmonis antar 

suku, umat 

beragama dan 

golongan. 

Persentase peserta 

yang memahami 

kehidupan 

masyarakat yang 

harmonis antar 

suku, umat 

beragama dan 

golongan. 

Formulasi pengukuran : 

Jumlah peserta yang paham antar suku, 

umat beragama dan golongan     x 100% 

Jumlah peserta yang tidak paham antar 

suku, umat beragama dan golongan 

= 90% 

SS3 Meningkatnya 

pemahaman 

masyarakat tentang 

nilai-nilai Ideologi 

Pancasila dan 

Kebangsaan dalam 

kehidupan 

berbangsa dan 

bernegara. 

Persentase 

masyarakat  yang 

paham akan nilai-

nilai Ideologi 

Pancasila. 

Formulasi pengukuran : 

Jumlah masyarakat yang paham akan 

nilai-nilai Ideologi Pancasila     x 100% 

Jumlah masyarakat yang tidak paham 

akan nilai-nilai Ideologi Pancasila 

= 80% 

 

SS4 Meningkatnya 

wawasan tentang 

pendidikan etika 

budaya politik yang 

berlandaskan nilai-

nilai sosial budaya 

daerah dan 

kehidupan 

berdemokrasi. 

Persentase 

masyarakat dapat 

mengaktualisasikan

pendidikan etika 

dan budaya politik. 

Formulasi pengukuran : 

Jumlah masyarakat yang dapat 

mengaktualisasikan pendidikan dan 

etika politik                                  x 100% 

Jumlah masyarakat yang tidak dapat 

mengaktualisasikan pendidikan dan 

etika politik 

= 80% 

 

SS5 Meningkatkan 

fasilitasi 

kelembagaan partai 

politik dan mediasi 

penyelenggaraan 

Pemilu dan 

Pemilukada. 

Tingkat 

perkembangan 

Parpol yang 

diverifikasi 

Formulasi pengukuran : 

Jumlah Parpol yang telah diverifikasi 

                                                           x 100 

Jumlah Parpol yang belum diverifikasi 

=100% 

 

 

 



  Indeks Demokrasi 

Indonesia (IDI) 

70% 

  Persentase 

kabupaten yang 

dipantau dalam 

pelaksanaan 

Pemilukada. 

Formulasi pengukuran : 

Jumlah kabupaten yang melaksanakan 

Pemilukada 

                                                          x 100 

Jumlah kabupaten yang tidak 

melaksanakan Pemilukada 

=100% 

SS6 Menguatnya 

pembinaan Ormas, 

Pencegahan, 

Penyalahgunaan 

Narkotika. 

Persentase Ormas 

yang menjalankan 

program 

pencegahan, 

penyalahgunaan 

Narkotika. 

Formulasi pengukuran : 

Persentase Ormas yang menjalankan 

program pencegahan, penyalahgunaan 

Narkotika 

                                                          x 100  

Persentase Ormas yang tidak 

menjalankan program pencegahan, 

penyalahgunaan Narkotika. 

=100% 

  Persentase Ormas 

yang telah terbina 

dan memperoleh 

SKT. 

Formulasi pengukuran : 

Persentase Ormas yang telah terbina 

dan memperoleh SKT 

                                                           x 100 

Persentase Ormas yang tidak terbina 

dan memperoleh SKT 

=100% 

SS7 Meningkatnya 

stabilitas keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat melalui 

antisipasi dini dan 

cegah dini. 

Persentase 

stabilitas 

keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat. 

Formulasi pengukuran : 

Persentase stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

yang ditangani 

                                                          x 100 

Persentase stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

yang tidak ditangani  

=100% 

 

      Mamuju,      Januari 2022 

      Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

      Provinsi Sulawesi Barat 

 

      Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

      Pangkat : Pembina Utama Madya 

      NIP        : 19700701 199101 1 004 



  PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

      Alamat : Jl.H.Abd. Malik Pattana Endeng Komp.Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

NAMA : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

JABATAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : AKMAL MALIK 

JABATAN : Pj. GUBERNUR 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
 

Pihak Kedua, 

Pj. GUBERNUR SULAWESI 

BARAT 

 
 
 
 

 
AKMAL MALIK 

Mamuju,  12 Mei  2022 
 

Pihak Pertama, 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
 
 

 
Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 

 
 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

SS 1. Terwujudnya kualitas ASN yang 

berkompeten dalam perwujudan 

pemerintahan yang terpercaya. 

Persentase ASN yang berkualitas 

dan berkinerja dibidang kesatuan 

bangsa dan politik. 

90% 

SS 2. Meningkatnya kualitas kehidupan 

sosial masyarakat yang harmonis 

antar suku, umat beragama dan 

golongan. 

Persentase peserta yang 

memahami kehidupan masyarakat 

yang harmonis antar suku, umat 

beragama dan golongan. 

90% 

SS 3. Meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang nilai-nilai 

Ideologi Pancasila dan Kebangsaan 

dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Persentase masyarakat yang 

paham akan nilai-nilai Ideologi 

Pancasila. 

80% 

SS 4. Meningkatnya wawasan 

masyarakat tentang pendidikan 

etika budaya politik yang 

berlandaskan nilai-nilai sosial 

budaya daerah dan kehidupan 

berdemokrasi.  

Persentase masyarakat yang 

dapat mengaktualisasikan 

pendidikan etika dan budaya 

politik. 

80% 

SS 5. Meningkatnya fasilitas 

kelembagaan partai politik dan 

mediasi penyelenggaraan Pemilu 

dan Pemilukada. 

Tingkat perkembangan parpol 

yang terverifikasi. 

90% 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). 70% 

Persentase kabupaten yang 

dipantau dalam pelaksanaan 

Pemilukada. 

90% 

SS 6. Menguatnya pembinaan Ormas, 

Pencegahan,Penyalahgunaan 

Narkotika. 

Persentase Ormas yang 

menjalankan program 

pencegahan, penyalahgunaan 

Narkotika. 

90% 

Persentase Ormas yang telah 

terbina dan memperoleh SKT. 

90% 

SS 7. Meningkatnya stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat melalui antisipasi dini 

dan cegah dini. 

Persentase stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat yang ditangani. 

 

90% 

 

 

 
 



NO Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 
Sumber 

Dana 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi. 

5.464.232.382,00 APBD 

2. Program Peguatan Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan. 

300.000.000,00 APBD 

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan 

Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan 

Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta 

Budaya Politik. 

1.499.249.600,00 APBD 

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan. 
238.020.000,00 APBD 

5. Program Pembinaan dan Pengembangan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 
261.980.000,00 APBD 

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional 

dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial. 

550.000.000,00 APBD 

 Jumlah Total Pagu 8.313.481.982,00 APBD 

 
 

 
 
 

Pihak Kedua 

Pj. GUBERNUR SULAWESI 

BARAT 

 
 
 
 

AKMAL MALIK 

Mamuju, 12  Mei  2022 
 
 

Pihak Pertama 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 

 

 

 

 



   
 

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
        Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426)2321806 Kode Pos  91512 

 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : H. MUHAMMAD YUSUF TAHIR S.Ag,M.Pd 

JABATAN : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

JABATAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  
 
 

   
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 

Mamuju,  28 April 2022 
 

Pihak Pertama, 

SEKRETARIS BADAN  
 

 
 

H. MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M. Pd 
NIP : 19711231 199903 1 060 

 

 



 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 
 

 
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS1. Terwujudnya kualitas ASN yang 

berkompeten dalam perwujudan 

pemerintahan yang terpercaya. 

Persentase ASN yang berkualitas 

dan berkinerja dibidang kesatuan 

bangsa dan politik. 

 90% 

SP1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi. 

Persentase Fasilitas Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah. 

90% 

 
 
 
No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana 

SK1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah. 

226.382.988,00,- APBD 

SK2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 4.021.640.206,00,- APBD 

SK3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 188.618.000,00,- APBD 

SK4.  Administrasi Umum Perangkat Daerah. 594.784.140,00,- APBD 

SK5. Pengadaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah. 

147.034.400,00,- APBD 

SK6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 

103.312.648,00,- APBD 

SK7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah. 

182.460.000,00,- APBD 

 Jumlah Total Pagu 5.464.232.382,00,- APBD 

 
 
 

 
 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  

 
 

 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 

Mamuju, 28 April 2022 
 
 

Pihak Pertama, 

SEKRETARIS BADAN  

 
 
 

 
H. MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M. Pd 

NIP : 19711231 199903 1 060 

 
 
 

 



 
       PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

        BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
                Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : SUHARDI, S.Pd, M.Si 

JABATAN : KABID. BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN  

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

JABATAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  
 
 
 
 
 

 
Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 
 
 
 

Mamuju,         Februari 2022 
  

Pihak Pertama, 

KABID. BINA IDEOLOGI, KARAKTER & 
WAWASAN KEBANGSAAN 

 
 
 

SUHARDI, S.Pd, M.Si 
NIP : 19680301 198810 1 002 

 
 
 

 
 



 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS2. Meningkatnya kualitas kehidupan 

sosial masyarakat yang harmonis 

antar suku, umat beragama dan 

golongan. 

Persentase peserta yang 

memahami kehidupan masyarakat  

yang harmonis antar suku, umat 

beragama dan golongan. 

90% 

SS3. Meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang nilai-nilai 

Ideologi Pancasila dan 

Kebangsaan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Persentase masyarakat yang 

paham akan nilai-nilai Ideologi 

Pancasila. 

80% 

SP2. Program Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan. 

Persentase Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan 

80% 

 
 

No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter. 

300.000.000.00,- 

 

 

APBD 

 

 Jumlah Total Pagu 300.000.000.00,- APBD 

 
 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  

 
 

 
 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KABID. BINA IDEOLOGI, KARAKTER & 

WAWASAN KEBANGSAAN 

 
 

SUHARDI, S.Pd, M.Si 
NIP : 19680301 198810 1 002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

          PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
           BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

               Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp.Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : AUDY MURFY SYARIFUDDIN, S.Ip 

JABATAN : KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK  

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

JABATAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  
 
 
 
 
 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 004 

 

Mamuju, 28 APRIL 2022 
 

Pihak Pertama, 

KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN 
PENANGANAN KONFLIK 

 
 
 
 
 

AUDY MURFI SYARIFUDDIN, S.Ip 
NIP : 19810712 200701 1 012 

 
 

 

 

 



 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 
 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS7 Meningkatnya stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

melalui antisipasi dini dan cegah dini. 

Persentase stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. 

100% 

SP6 Program Peningkatan Kewaspadaan 

Nasioal dan Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan 

Peningkatan Kewaspadaan 

Nasioal dan Peningkatan 

Kualitas dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik Sosial. 

90% 

 
 
 
No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. 

550.000.000.00,- APBD 

 Jumlah Total Pagu 550.000.000.00,- APBD 

 
 
 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  

 
 

 
 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 
 

Mamuju, 28 APRIL 2022 
 

Pihak Pertama, 

KABID.KEWASPADAAN NASIONAL & 

PENANGANAN KONFLIK 

 
 

 
AUDY MURFI SYARIFUDDIN, S.Ip 

NIP : 19810712 200701 1 012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
            BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

                 Alamat  : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

      Tlp/Fax :(0426)2321806 Kode Pos  91512 

 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : SUNUSI, S. Pd 

JABATAN : KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN 

EKONOMI  

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

JABATAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  

 
 

 
 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, 
AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI 

 
 

 

 
SUNUSI, S. Pd 

NIP : 19751210 200312 1 010 
 
 

 

 

 



 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS6. Menguatnya pembinaan Ormas, 

Pencegahan, Penyalahgunaan 

Narkotika. 

Persentase Ormas yang 

menjalankan program pencegahan, 

penyalahgunaan Narkotika. 

100% 

Persentase Ormas yang telah 

terbina dan memperoleh SKT. 

100% 

SP4. Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan. 

Persentase Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan hasil Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan 

80% 

SP5. Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Persentase Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya 

80% 

 
 

No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan. 

238.020.000,00 APBD 

SK2. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

261.980.000,00 APBD 

 Jumlah Total Pagu 500.000.000,00 APBD 

 
 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  

 
 

 
 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 
 

Mamuju,       Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, 

AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI 

 

 
 

SUNUSI, S. Pd 
NIP : 19751210 200312 1 010 

 
 

 



 

 

 

           PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
           BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

             Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp.PerkantoranMamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
    
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : H. HALUDDIN, S. Pd, MM. Pd 

JABATAN : KABID. POLITIK DALAM NEGERI  

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 

JABATAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN  
 
 

 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 
 

Mamuju,       Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KABID. POLITIK DALAM NEGERI 
 
 
 

 
H. HALUDDIN, S. Pd, MM. Pd  

NIP : 19641231 198411 1 106 
 
 



 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS4. Meningkatnya wawasan tentang 

pendidikan etika budaya politik yang 

berlandaskan nilai-nilai sosial 

budaya daerah dan kehidupan 

berdemokrasi. 

Persentase masyarakat dapat 

mengaktualisasikan pendidikan 

etika dan budaya politik. 

80% 

SS5. Meningkatkan fasilitasi 

kelembagaan partai politik dan 

mediasi penyelenggaraan Pemilu 

dan Pemilukada. 

Tingkat perkembangan Parpol 

yang diverifikasi 

100 % 

Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI) 

70% 

Persentase kabupaten yang 

dipantau dalam pelaksanaan 

Pemilukada. 

100% 

SP 3. Program Peningkatan Peran Partai 

Politik dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika serta Budaya 

Politik. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan peran 

partai politik dan lembaga 

pendidikan melalui pendidikan 

politik dan pengembangan etika 

serta budaya politik 

80% 

 

 

No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber Dana 

SK1. 

 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 

dan Partai Politik, Pemilihan Umum / 

Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik. 

1.498.049.600.00,- 

 

APBD 

 

 

 Jumlah Total Pagu 1.498.049.600.00,- 

 

APBD 

 

 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
 

 
 

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM 
NIP : 19700701 199101 1 004 

 
 
 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KABID. POLITIK DALAM NEGERI 
 

 

 
 

H. HALUDDIN, S. Pd, MM. Pd  
NIP : 19641231 198411 1 106 

 



 



 
 

      PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
       BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
          Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangandibawah ini : 

 

NAMA : Hj. MARDIANA, S.IP 

JABATAN : KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. SUARDI MAPPEABANG 

JABATAN : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

SEKRETARIS BADAN  

 
 
 
 

Drs. SUARDI MAPPEABANG 
NIP : 19660305 199308 1 001 

 
 

Mamuju,       Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBAG.UMUM & KEPEGAWAIAN 
 

 
Hj. MARDIANA, S.IP  

NIP : 19780720 200902 2 003 
 
 

 
 
 



 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS1. Terwujudnya kualitas ASN yang 

berkompeten dalam perwujudan 

pemerintahan yang terpercaya. 

Persentase ASN yang berkualitas 

dan berkinerja dibidang kesatuan 

bangsa dan politik. 

 90% 

SP1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi. 

Persentase Fasilitas Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah. 

90% 

SK1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

perencanaan dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah. 

6 Dok. 

Lap. 

SK2. Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

pengadministrasian keuangan 

perangkat daerah. 

3 Dok. 

Lap. 

SK3. Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

kepegawaian pengadministrasian 

kepegawaian perangkat daerah. 

2 Dok. 

Lap. 

SK4.  Administrasi Umum Perangkat Daerah. Jumlah dokumen laporan 

pengadministrasian umum 

perangkat daerah. 

4 Dok. 

Lap. 

SK5. Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

pengadaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintah 

daerah. 

3 Dok. 

Lap. 

SK6.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah. 

2 Dok. 

Lap. 

SK7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan 

daerah. 

2 Dok. 

Lap. 

 



 
 
 

No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 

SSK1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 90.607.044,00 

SSK2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 70.825.000,00 

SSK3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 5.775.000,00 

SSK4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 3.845.000,00 

SSK5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 3.845.000,00 

SSK6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 51.485.944,00 

SSK7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 3.944.420.206,00 

SSK8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD. 

5.720.000,00 

SSK9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / 

Triwulan / Semesteran SKPD. 

71.500.000,00 

SSK10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 127.050.000,00 

SSK11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi. 

61.568.000,00 

SSK12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor         48.450.000,00 

SSK13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.        48.000.000,00 

SSK14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan. 

        50.000.000,00 

SSK15. Penyediaan Bahan / Material. 71.118.020,00 

SSK16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 377.216.120,00 

SSK17. Pengadaan Mebel. 24.138.400,00 

SSK18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

30.000.000,00 

SSK19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

92.896.000,00 

SSK20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 66.538.848,00 

SSK21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 36.773.800,00 

 

 

 



 

SSK22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 142.460.000,00 

SSK23. Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya. 

40.000.000,00 

  Jumlah Total Pagu 5.464.232.382,00 

 
 

 
 

Pihak Kedua, 

SEKRETARIS BADAN  
 

 
 

Drs. SUARDI MAPPEABANG 
NIP : 19660305 199308 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBAG.UMUM & KEPEGAWAIAN 
 

 
 

Hj. MARDIANA 
NIP : 19780720 200902 2 003 



    PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
     BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

              Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp.Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

NAMA : IRWAN, SE 

JABATAN : KASUBAG. KEUANGAN / ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI 
MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. SUARDI MAPPEABANG 

JABATAN : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

SEKRETARIS BADAN  
 

 
 

Drs. SUARDI MAPPEABANG 
NIP : 19660305 199308 1 001 

 
 
 
 
 

Mamuju,       Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBAG. KEUANGAN / 
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI 

MUDA 

 
 

IRWAN, SE 
NIP : 19840112 200502 1 004 

 
 
 
 

 
 



 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS1. Terwujudnya kualitas ASN yang 

berkompeten dalam perwujudan 

pemerintahan yang terpercaya. 

Persentase ASN yang berkualitas 

dan berkinerja dibidang kesatuan 

bangsa dan politik. 

 90% 

SP1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi. 

Persentase Fasilitas Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah. 

90% 

SK1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

perencanaan dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah. 

6 Dok. 

Lap. 

SK2. Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

pengadministrasian keuangan 

perangkat daerah. 

3 Dok. 

Lap. 

SK3. Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

kepegawaian pengadministrasian 

kepegawaian perangkat daerah. 

2 Dok. 

Lap. 

SK4.  Administrasi Umum Perangkat Daerah. Jumlah dokumen laporan 

pengadministrasian umum 

perangkat daerah. 

4 Dok. 

Lap. 

SK5. Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

pengadaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintah 

daerah. 

3 Dok. 

Lap. 

SK6.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah. 

2 Dok. 

Lap. 

SK7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan 

daerah. 

2 Dok. 

Lap. 

 



 
 
 

No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 

SSK1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 90.607.044,00 

SSK2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 70.825.000,00 

SSK3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 5.775.000,00 

SSK4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 3.845.000,00 

SSK5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 3.845.000,00 

SSK6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 51.485.944,00 

SSK7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 3.944.420.206,00 

SSK8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD. 

5.720.000,00 

SSK9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / 

Triwulan / Semesteran SKPD. 

71.500.000,00 

SSK10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 127.050.000,00 

SSK11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi. 

61.568.000,00 

SSK12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor         48.450.000,00 

SSK13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.        48.000.000,00 

SSK14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan. 

        50.000.000,00 

SSK15. Penyediaan Bahan / Material. 71.118.020,00 

SSK16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 377.216.120,00 

SSK17. Pengadaan Mebel. 24.138.400,00 

SSK18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

30.000.000,00 

SSK19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

92.896.000,00 

SSK20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 66.538.848,00 

SSK21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 36.773.800,00 

 

 

 



 

SSK22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 142.460.000,00 

SSK23. Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya. 

40.000.000,00 

  Jumlah Total Pagu 5.464.232.382,00 

 
 

 
 
 

Pihak Kedua, 

SEKRETARIS BADAN  

 
 

Drs. SUARDI MAPPEABANG 
NIP : 19660305 199308 1 001 

 

Mamuju,        Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBAG. KEUANGAN / 
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI 

MUDA 

 

 
 

IRWAN, SE 
NIP : 19840112 200502 1 004 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
           BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

               Alamat : Jl. H. Abd.Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : EKA GENTA ASYUNI, SE 

JABATAN : KASUBAG. PROGRAM & PELAPORAN / PERENCANA AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : Drs. SUARDI MAPPEABANG 

JABATAN : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI 

SULAWESI BARAT 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
 

Pihak Kedua, 

SEKRETARIS BADAN  
 

 
 

Drs. SUARDI MAPPEABANG 
NIP : 19660305 199308 1 001 

 
 
 
 

Mamuju,       Februari  2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBAG. PROGRAM & PELAPORAN / 
PERENCANA AHLI MUDA 

 

 
EKA GENTA ASYUNI, SE 

NIP : 19830621 200604 2 016 
 

 

 

 



 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

 
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS1. Terwujudnya kualitas ASN yang 

berkompeten dalam perwujudan 

pemerintahan yang terpercaya. 

Persentase ASN yang berkualitas 

dan berkinerja dibidang kesatuan 

bangsa dan politik. 

 90% 

SP1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi. 

Persentase Fasilitas Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah. 

90% 

SK1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah. 

Jumlah dokumen laporan 

perencanaan dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah. 

6 Dok. 

Lap. 

 
No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 

SSK1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 90.607.044,00 

SSK2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 70.825.000,00 

SSK3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 5.775.000,00 

SSK4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 3.845.000,00 

SSK5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 3.845.000,00 

SSK6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 51.485.944,00 

  Jumlah Total Pagu 226.382.988,00 

 
 
 

 
 

Pihak Kedua, 

SEKRETARIS BADAN  
 

 
 

Drs. SUARDI MAPPEABANG 
NIP : 19660305 199308 1 001 

 
 

Mamuju,       Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBAG. PROGRAM & PELAPORAN / 
PERENCANA AHLI MUDA 

 

 
EKA GENTA ASYUNI, SE 

NIP : 19830621 200604 2 016 

 

 

 

 

 



 

     PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
      BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

             Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp.Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : ANDI SYAFRI, SH, MM 

JABATAN : KASUBID. BINA IDEOLOGI / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : SUHARDI, S. Pd, M. Si 

JABATAN : KABID. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. BINA IDEOLOGI & WAWASAN 
KEBANGSAAN 

 
 

 
 

SUHARDI, S. Pd, M. Si 
NIP : 19680301 198810 1 002 

 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. BINA IDEOLOGI / ANALIS KEBIJAKAN 
AHLI MUDA 

 
 

 
 

 
ANDI SYAFRI, SH, MM 

NIP : 19800113 200804 1 003 

 

 

 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS2. Meningkatnya kualitas kehidupan 

sosial masyarakat yang harmonis 

antar suku, umat beragama dan 

golongan. 

Persentase peserta yang 

memahami kehidupan masyarakat  

yang harmonis antar suku, umat 

beragama dan golongan. 

90% 

SS3. Meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang nilai-nilai 

Ideologi Pancasila dan Kebangsaan 

dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Persentase masyarakat yang 

paham akan nilai-nilai Ideologi 

Pancasila. 

80% 

SP2. Program Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan. 

Jumlah kegiatan dalam 

Pemenuhan Dokumen Pelaporan 

Penguatan Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

3 Keg 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ideologi Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan.  

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter.            

5 

Dok.Lap. 

 

 
No. Program / Kegiatan Jumlah (Rp) 

SSK1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 

72.782.050,00 

SSK2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 

92.210.750,00 

SSK3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi di Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan. 

135.007.200,00 

 Jumlah Total Pagu 300.000.000,00 

 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. BINA IDEOLOGI & WAWASAN 
KEBANGSAAN 

 
 

 
 

SUHARDI, S. Pd, M. Si 
NIP : 19680301 198810 1 002 

 

Mamuju,        Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. BINA IDEOLOGI / ANALIS KEBIJAKAN 
AHLI MUDA 

 
 

 

 
ANDI SYAFRI, SH, MM 

NIP : 19800113 200804 1 003 

 

 



 

 

          PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
             BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

                 Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax :(0426)2321806Kode Pos  91512 

 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

NAMA : LORENT TOMBI, S.IP 

JABATAN : KASUBID. WAWASAN KEBANGSAAN / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : SUHARDI, S. Pd, M. Si 

JABATAN : KABID. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. BINA IDEOLOGI & WAWASAN 
KEBANGSAAN 

 
 

 
 

SUHARDI, S. Pd, M. Si 
NIP : 19680301 198810 1 002 

 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. WAWASAN KEBANGSAAN / ANALIS 
KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 
 

 

 
LORENT TOMBI, S.IP 

NIP : 19851207 201101 1 013 
 
 

 



 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS2. Meningkatnya kualitas kehidupan 

sosial masyarakat yang harmonis 

antar suku, umat beragama dan 

golongan. 

Persentase peserta yang 

memahami kehidupan masyarakat  

yang harmonis antar suku, umat 

beragama dan golongan. 

90% 

SS3. Meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang nilai-nilai 

Ideologi Pancasila dan 

Kebangsaan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Persentase masyarakat yang 

paham akan nilai-nilai Ideologi 

Pancasila. 

80% 

SP2. Program Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan. 

Jumlah kegiatan dalam 

Pemenuhan Dokumen Pelaporan 

Penguatan Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

3 Keg 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan.  

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter.            

5 

Dok.Lap. 

 

No. Program / Kegiatan Jumlah (Rp) 

SSK1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 

72.782.050,00 

SSK2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 

92.210.750,00 

SSK3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi di Bidang 

Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan. 

135.007.200,00 

 Jumlah Total Pagu 300.000.000,00 

 

 
 
 

Pihak Kedua, 

KABID. BINA IDEOLOGI & WAWASAN 
KEBANGSAAN 

 
 

 
 

SUHARDI, S. Pd, M. Si 
NIP : 19680301 198810 1 002 

 
 

Mamuju,        Februari  2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. WAWASAN KEBANGSAAN / ANALIS 
KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 
 

 

 
 

LORENT TOMBI, S.IP 
NIP : 19851207 201101 1 013 

 

 



         PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
          BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

                 Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : RAKHMAT, SE 

JABATAN : KASUBID. PENANGANAN KONFLIK DAN KERJASAMA INTELKAM / 

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M. Pd 

JABATAN : KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KEWASPADAAN NASIONAL & 
PENANGANAN KONFLIK  

 
 

 

 
MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M.Pd 

NIP : 19711231 199903 1 002 
 

Mamuju,       Februari  2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. PENANGANAN KONFLIK DAN 
KERJASAMA INTELKAM / ANALIS 

KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 
 

 
 
 

RAKHMAT, SE 
NIP : 19840810 201001 1 027 

 
 

 

 
 



 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS7. Meningkatnya stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat melalui antisipasi dini 

dan cegah dini. 

Persentase stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. 

100% 

 

 

SP1. Program Peningkatan Kewaspadaan 

Nasional dan Peningkatan Kualitas 

dan Fasilitasi Penanganan Konflik 

Sosial 

Persentase Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan Kondisi waspada 

Nasional, Kualitas dan Fasilitas 

Penanganan Konflik Sosial 

100% 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial. 

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan dan 

karakter 

5 Dok. 

Lap. 

 

 

 

No. Program / Kegiatan Jumlah (Rp) 

SSK1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. 

145.800.400,00 

SSK2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta 

Penanganan Konflik di Daerah. 

66.598.480,00 

SSK3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta 

Penanganan Konflik di Daerah. 

 

 

 

100.000.000,00 



 

SSK4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. 

53.675.000,00 

SSK5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. 183.926.120,00 

 Jumlah Total Pagu 550.000.000,00 

 
 
 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KEWASPADAAN NASIONAL & 
PENANGANAN KONFLIK  

 
 

 
 

 
MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M. Pd 

NIP : 19711231 199903 1 002 
 

Mamuju,        Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. PENANGANAN KONFLIK DAN 
KERJASAMA INTELKAM / ANALIS KEBIJAKAN 

AHLI MUDA 

 
 

 
 
 

RAKHMAT, SE 
NIP : 19840810 201001 1 027 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
        BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

                  Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426)2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : AUDY MURFI SYARIFUDDIN, S.IP  

JABATAN : KASUBID. KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN ORANG & LEMBAGA 

ASING / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M. Pd 

JABATAN : KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KEWASPADAAN NASIONAL & 
PENANGANAN KONFLIK  

 
 

 
 
MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M. Pd 

NIP : 19711231 199903 1 002 
 

Mamuju,        Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN 
ORANG & LEMBAGA ASING / ANALIS 

KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 
 

 
 

AUDY MURFI SYARIFUDDIN, S.IP 

NIP : 19810712 200701 1 012 
 

 

 
 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS7. Meningkatnya stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat 

melalui antisipasi dini dan cegah dini. 

Persentase stabilitas keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. 

100% 

 

 

SP1. Program Peningkatan Kewaspadaan 

Nasional dan Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan Kondisi 

waspada Nasional, Kualitas dan 

Fasilitas Penanganan Konflik 

Sosial. 

100% 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial. 

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan dan 

karakter. 

5 Dok. 

Lap.  

 
 
 

No. Program / Kegiatan Jumlah (Rp) 

SSK1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. 

145.800.400,00,- 

SSK2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta 

Penanganan Konflik di Daerah. 

66.598.480,00,- 

SSK3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta 

Penanganan Konflik di Daerah. 

 

 

 

 

 

100.000.000,00,- 



SSK4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. 

53.675.000,00 

SSK5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. 183.926.120,00,- 

 Jumlah Total Pagu 550.000.000,00,- 

 
 
 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KEWASPADAAN NASIONAL & 
PENANGANAN KONFLIK  

 
 

 
 
MUHAMMAD YUSUF TAHIR, S. Ag, M. Pd 

NIP : 19711231 199903 1 002 
 

Mamuju,        Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN 
ORANG & LEMBAGA ASING / ANALIS 

KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 
 

 
 

AUDY MURFI SYARIFUDDIN, S.IP 

NIP : 19810712 200701 1 012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
         BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

               Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : MANARAI, S.Pd  

JABATAN : KASUBID. KETAHANAN SENI DAN BUDAYA / ANALIS KEBIJAKAN AHLI 

MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : SUNUSI, S.Pd 

JABATAN : KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN & 

EKONOMI 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, 
AGAMA, KEMASYARAKATAN & 

EKONOMI 
 

 
 

SUNUSI, S.Pd 

 NIP : 19751210 200312 1 010 
 

Mamuju,        Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KETAHANAN SENI DAN BUDAYA / 
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

 
 
 
 

MANARAI, S.Pd 

NIP : 19661231 198803 1 347 
 

 

 

 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS6. Menguatnya pembinaan Ormas, 

Pencegahan, Penyalahgunaan 

Narkotika. 

Persentase Ormas yang 

menjalankan program 

pencegahan, penyalahgunaan 

Narkotika. 

100% 

Persentase Ormas yang telah 

terbina dan memperoleh SKT. 

100% 

SP4. Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakat. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan hasil 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan. 

80% 

SP5. Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan 

Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya 

80% 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan. 

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan yang 

terumuskan. 

1 Dok. 

Lap. 

SK2. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya. 

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya. 

2 Dok. 

Lap. 

 

No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 

SSK1. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, 

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di Daerah. 

238.020.000,00 

SSK2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya dan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan 

Kepercayaan di Daerah. 

130.011.000,00 

SSK3. Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 

kepercayaan di Daerah. 

131.969.000,00 

 Jumlah Total Pagu 500.000.000,00 

 
 
 



 
 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, 
AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI 

 
 
 
 

SUNUSI, S.Pd 
 NIP : 19751210 200312 1 010 

 

Mamuju,       Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KETAHANAN SENI DAN 
BUDAYA / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 
 
 
 
 

MANARAI, S.Pd 
NIP : 19661231 198803 1 347 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

         BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
                Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : AGUS WIJAYA, S.IP 

JABATAN : KASUBID. KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI / 

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : SUNUSI, S.Pd 

JABATAN : KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN 

&EKONOMI 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, 
AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI 

 
 
 
 

SUNUSI, S.Pd 
 NIP : 19751210 200312 1 010 

 

Mamuju,        Februari  2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KETAHANAN AGAMA, 
KEMASYARAKATAN & EKONOMI / 
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 
 
 
 

AGUS WIJAYA, S.IP  
NIP : 19781231 200604 1 052 

 
 
 



 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS6. Menguatnya pembinaan Ormas, 

Pencegahan, Penyalahgunaan 

Narkotika. 

Persentase Ormas yang 

menjalankan program 

pencegahan, penyalahgunaan 

Narkotika. 

100% 

Persentase Ormas yang telah 

terbina dan memperoleh SKT. 

100% 

SP4. Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakat. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan hasil 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan. 

80% 

SP5. Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan 

Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya 

80% 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan. 

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan 

yang terumuskan. 

1 Dok. 

Lap. 

SK2. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya. 

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya. 

2 Dok. 

Lap. 

 

No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 

SSK1. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, 

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di Daerah. 

238.020.000,00 

SSK2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya dan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan 

Kepercayaan di Daerah. 

130.011.000,00 

SSK3. Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 

kepercayaan di Daerah. 

131.969.000,00 

 Jumlah Total Pagu 500.000.000,00 

 



 
 
 

Pihak Kedua, 

KABID. KETAHANAN SENI, BUDAYA, 
AGAMA, KEMASYARAKATAN & EKONOMI 

 
 
 
 

SUNUSI, S.Pd 

 NIP : 19751210 200312 1 010 
 

Mamuju,      Februari  2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KETAHANAN AGAMA, 

KEMASYARAKATAN & EKONOMI / ANALIS 
KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

 
 
 

 

AGUS WIJAYA, S.IP  

NIP : 19781231 200604 1 052 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
         BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

                 Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
   
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : MUH. TAUFIK SYAH SEHUDDIN, SH 

JABATAN : Plt. KASUBID. KELEMBAGAAN PARTAI & FASILITASI PEMILU / ANALIS 

KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : H. HALUDDIN, S.Pd, MM.Pd 

JABATAN : KABID. POLITIK DALAM NEGERI 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. POLITIK DALAM NEGERI 
 

 
 
 
 

H. HALUDDIN, S.Pd, MM, Pd 

 NIP : 19641231 198411 1 106 
 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KELEMBAGAAN PARTAI & 
FASILITASI PEMILU / ANALIS KEBIJAKAN AHLI 

MUDA 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

MUH. TAUFIK SYAH SEHUDDIN, S.Pd, MM.Pd 

NIP : 19781129 200901 1 005 
 

 

 

 

 



 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS4. Meningkatnya wawasan masyarakat 

tentang pendidikan etika budaya 

politik yang berlandaskan nilai-nilai 

sosial budaya daerah dan 

kehidupan berdemokrasi.  

Persentase masyarakat yang 

dapat mengaktualisasikan 

pendidikan etika dan budaya 

politik. 

80% 

SS5. Meningkatnya fasilitas kelembagaan 

partai politik dan mediasi 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilukada. 

Tingkat perkembangan parpol 

yang terverifikasi. 

100 % 

Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI). 

70% 

Persentase kabupaten yang 

dipantau dalam pelaksanaan 

Pemilukada. 

100% 

SP3. Program Peningkatan Peran Partai 

Politik dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika serta Budaya 

Politik. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan peran 

partai politik dan lembaga 

pendidikan melalui pendidikan 

politik dan pengembangan etika 

serta budaya politik. 

80% 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan, dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum / 

Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

serta Pemantauan Situasi Politik.  

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan 

bidang pendidikan politik dan 

etika budaya politik yang 

terumuskan. 

5 Dok. 

Lap. 

 

 
No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 

SSK1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 

 

1.193.844.600,00 



SSK2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 

123.800.000,00 

SSK3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah. 

180.405.000,00 

 Jumlah Total Pagu 1.499.249.600,00 

 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. POLITIK DALAM NEGERI 
 

 
 
 
 

H. HALUDDIN, S.Pd, MM, Pd 

 NIP : 19641231 198411 1 106 
 

Mamuju,      Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. KELEMBAGAAN PARTAI & 
FASILITASI PEMILU / ANALIS KEBIJAKAN AHLI 

MUDA 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

MUH. TAUFIK SYAH SEHUDDIN, S.Pd, MM.Pd 

NIP : 19781129 200901 1 005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
                  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

                  Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Mamuju 

Tlp/Fax : (0426) 2321806 Kode Pos  91512 

 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

NAMA : JUNAEDI MUIN, S.Sos 

JABATAN : KASUBID. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK & PENDIDIKAN POLITIK / 

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

NAMA : H. HALUDDIN, S.Pd, MM.Pd 

JABATAN : KABID. POLITIK DALAM NEGERI 

 

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. POLITIK DALAM NEGERI 
 

 
 
 
 

H. HALUDDIN, S.Pd, MM, Pd 

 NIP : 19641231 198411 1 106 
 

Mamuju,       Februari  2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK & 
PENDIDIKAN POLITIK / ANALIS KEBIJAKAN AHLI 

MUDA 

 
 
 
 

 

JUNAEDI MUIN, S.Sos 
NIP : 19770210  201001 1 005 

  
 
 

 
 
 
 



 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

SS4. Meningkatnya wawasan masyarakat 

tentang pendidikan etika budaya 

politik yang berlandaskan nilai-nilai 

sosial budaya daerah dan 

kehidupan berdemokrasi.  

Persentase masyarakat yang 

dapat mengaktualisasikan 

pendidikan etika dan budaya 

politik. 

80% 

SS5. Meningkatnya fasilitas kelembagaan 

partai politik dan mediasi 

penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilukada. 

Tingkat perkembangan parpol 

yang terverifikasi. 

100 % 

Indeks Demokrasi Indonesia 

(IDI). 

70% 

Persentase kabupaten yang 

dipantau dalam pelaksanaan 

Pemilukada. 

100% 

SP3. Program Peningkatan Peran Partai 

Politik dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika serta Budaya 

Politik. 

Persentase Pemenuhan 

Dokumen Pelaporan peran 

partai politik dan lembaga 

pendidikan melalui pendidikan 

politik dan pengembangan etika 

serta budaya politik. 

80% 

SK1. Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan, dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum / 

Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

serta Pemantauan Situasi Politik.  

Jumlah dokumen laporan 

kebijakan teknis dan 

pemantapan pelaksanaan 

bidang pendidikan politik dan 

etika budaya politik yang 

terumuskan. 

5 Dok. 

Lap. 

 
No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) 

SSK1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 

 

1.193.844.600,00 



SSK2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 

123.800.000,00 

SSK3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah. 

180.405.000,00 

 Jumlah Total Pagu 1.499.249.600,00 

 
 

 
 

Pihak Kedua, 

KABID. POLITIK DALAM NEGERI 
 

 
 
 
 

H. HALUDDIN, S.Pd, MM, Pd 

 NIP : 19641231 198411 1 106 
 

Mamuju,       Februari 2022 
 

Pihak Pertama, 

KASUBID. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
POLITIK & PENDIDIKAN POLITIK / ANALIS 

KEBIJAKAN AHLI MUDA 

 
 
 
 

 

JUNAEDI MUIN, S.Sos 
NIP : 19770210  201001 1 005 

  
 



 

2022 

Lampiran : Rencana Aksi  (RA) 

 

 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 



Page 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 5 6 7 8                             9 11

Terwujudnya 

kualitas ASN yang 

berkompeten 

dalam perwujudan 

pemerintahan 

yang terpercaya.

Persentase ASN 

yang berkualitas 

dan berkinerja di 

bidang kesatuan 

bangsa dan 

politik.

90% I. Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi.

Persentase fasilitas 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah.

90% Mengadakan 

sosialisasi, pelatihan 

dan rapat koordinasi 

yang berkaitan 

tentang pemenuhan 

fasilitas SDM, sarana 

prasarana, disiplin, 

kapasitas SDM serta 

capaian kinerja dan 

keuangan.

5,464,232,382       Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.01

Perencanaan, Penganggaran 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah.

6 Dok. 

Perencanaan dan 

Pelaporan.

Menyusun dokumen 

perencanaan dan 

dokumen evaluasi 

kinerja pelaporan.

226,382,988          Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.02
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen 

pengadministrasian 

keuangan.

6 Dok. Adm. 

Keuangan.

Melakukan pembayaran 

gaji dan tunjangan PNS 

dan Menyusun laporan 

keuangan bulanan / 

triwulan / semesteran 

dan akhir tahun.

4,021,640,206       Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.05
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen 

pengadministrasian 

kepegawaian.

1 Dok. Kontrak & 

1 Dok. Laporan 

Diklat / Bimtek

Melakukan pengadaan 

pakaian dinas beserta 

kelengkapannya dan  

Mengikuti Diklat / 

Bimtek.

188,618,000          Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.06
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen 

administrasi umum.

5 Dok. 

Administrasi 

Umum

Memenuhi kebutuhan 

administrasi 

perkantoran.

594,784,140          Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.07

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah.

Jumlah dokumen 

pengadaan barang 

milik daerah penunjang 

urusan pemerintah 

daerah.

3 Dok. 

Pengadaan

Melakukan pengadaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintah daerah.

147,034,400          Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.08

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah.

Jumlah dokumen 

penyediaan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah.

2 Dok. 

Administrasi 

penyediaan jasa

Memenuhi kebutuhan 

penyediaan jasa urusan 

pemerintah daerah.

103,312,648          Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.09

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah.

Jumlah dokumen 

pemeliharaan barang 

milik daerah.

2 Dok. 

Pemeliharaan 

barang milik 

daerah.

Melakukan 

pemeliharaan terhadap 

kendaraan dinas 

operasional mobil 4 Unit 

dan Motor 19 Unit.

182,460,000          Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Meningkatnya 

kualitas 

kehidupan sosial 

masyarakat yang 

harmonis antar 

suku, umat 

beragama dan 

golongan.

Persentase 

peserta yang 

memahami 

kehidupan 

masyarakat 

yang harmonis 

antar suku, umat 

beragama dan 

golongan.

90%
Mengadakan 

sosialisasi dan 

pelatihan tentang 

kehidupan sosial 

masyarakat yang 

harmonis antar suku, 

umat beragama dan 

golongan.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

TW II TW III TW IV

Bidang Ideologi, 

Karakter Bangsa 

dan Wawasan 

Kebangsaan.

300,000,000          

Jadwal Pelaksanaan

Ket.

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021

NAMA OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program & Kegiatan TW ISasaran Strategis Indikator Kinerja

Target 

Kinerja 

Sasaran 

Indikator Kinerja 

Program & Kegiatan

Target Program 

Kegiatan
Rencana Aksi  Anggaran 

Penanggung 

Jawab

 4

Program Penguatan 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan.

II.

Persentase 

Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan  penguatan 

Ideologi Pancasila 

dan Karakter 

Kebangsaan.

90%
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TW II TW III TW IV

Jadwal Pelaksanaan

Ket.Program & Kegiatan TW ISasaran Strategis Indikator Kinerja

Target 

Kinerja 

Sasaran 

Indikator Kinerja 

Program & Kegiatan

Target Program 

Kegiatan
Rencana Aksi  Anggaran 

Penanggung 

Jawab

 4

Meningkatnya 

pemahaman 

masyarakat 

tentang nilai-nilai 

Ideologi Pancasila 

dan Kebangsaan 

dalam kehidupan 

Berbangsa dan 

Bernegara.

Persentase 

masyarakat 

yang paham 

akan nilai-nilai 

Ideologi 

Pancasila.

80%
Mengadakan 

sosialisasi dan 

pelatihan tentang 

pemahaman nilai-nilai 

Ideologi Pancasila 

dan Kebangsaan 

dalam Kehidupan 

Berbangsa dan 

Bernegara.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.01

Perumusan kebijakan teknis 

dan pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan.

Persentase 

Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan  penguatan 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan.

3 Dokumen 

Laporan

Melakukan perumusan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan di Bidang 

Ideologi.

300,000,000          

Bidang Ideologi, 

Karakter Bangsa 

dan Wawasan 

Kebangsaan.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Meningkatnya 

wawasan 

masyarakat 

tentang 

pendidikan etika 

budaya politik 

yang 

berlandaskan nilai-

nilai sosial budaya 

daerah dan 

kehidupan 

berdemokrasi.

Persentase 

masyarakat 

yang dapat 

mengaktualisasi

kan pendidikan 

etika dan 

budaya politik.

80%

Melaksanakan 

sosialisasi dan rapat 

terkait tentang 

pendidikan etika dan 

budaya politik.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tingkat 

perkembangan 

Parpol yang 

terverifikasi.

100% √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Indeks 

Demokrasi 

Indonesia (IDI)

70% √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Persentase 

kabupaten yang 

dipantau dalam 

pelaksanaan 

Pemilukada.

100% √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.01

Perumusan kebijakan teknis 

dan pemantapan 

Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum / Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik.

Jumlah dokumen 

laporan kebijakan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang 

pendidikan politik dan 

etika budaya politik 

yang terumuskan.

5 Dokumen 

Laporan

Melakukan perumusan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan di Bidang 

Ideologi.

1,499,249,600       
Bidang Politik 

Dalam Negeri
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Bidang Ideologi, 

Karakter Bangsa 

dan Wawasan 

Kebangsaan.

300,000,000          

Meningkatnya 

fasilitas 

kelembagaan 

partai politik dan 

mediasi 

penyelenggaraan 

Pemilu dan 

Pemilukada. 

Persentase 

Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan peran 

partai politik dan 

lembaga pendidikan 

melalui pendidikan 

politik dan 

pengembangan etika 

serta budaya politik

80%

Program Penguatan 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan.

II.

Persentase 

Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan  penguatan 

Ideologi Pancasila 

dan Karakter 

Kebangsaan.

90%

Mengadakan fasilitasi 

dan mediasi 

penyelenggaraan 

Pemilu dan 

Pemilukada.

1,499,249,600       
Bidang Politik 

Dalam Negeri

Program Peningkatan 

Peran Partai Politik dan 

Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik 

dan Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik.

III.
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TW II TW III TW IV

Jadwal Pelaksanaan

Ket.Program & Kegiatan TW ISasaran Strategis Indikator Kinerja

Target 

Kinerja 

Sasaran 

Indikator Kinerja 

Program & Kegiatan

Target Program 

Kegiatan
Rencana Aksi  Anggaran 

Penanggung 

Jawab

 4

Menguatnya 

pembinaan Ormas, 

Pencegahan, 

Penyalahgunaan 

Narkotika.

Persentase 

Ormas yang 

menjalankan 

program 

pencegahan, 

penyalahgunaan 

Narkotika.

100% IV.

Program Pemberdayaan 

dan Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan.

Persentase 

Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan hasil 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

80%

Melaksanakan 

pelatihan-pelatihan 

yang berkaitan 

dengan pembinaan 

Ormas untuk terlibat 

dalam setiap kegiatan 

kemasyarakatan dan 

pembangunan di 

Provinsi Sulawesi 

Barat.

238,020,000          

Bidang Seni, 

Budaya, Agama 

dan Kemasyakatan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.01

Perumusan kebijakan teknis 

dan pemantapan 

pelaksanaan di Bidang 

Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan.

 Jumlah dokumen 

laporan kebijakan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan 

pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan yang 

terumuskan.

1 Dokumen 

Laporan

Merumuskan kebijakan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan di Bidang 

Ormas.

238,020,000          

Bidang Seni, 

Budaya, Agama dan 

Kemasyakatan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Menguatnya 

pembinaan Ormas, 

Pencegahan, 

Penyalahgunaan 

Narkotika.

Persentase 

Ormas yang 

telah terbina dan 

memperoleh 

SKT.

100% V

Program Pemberdayaan 

dan Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan.

Persentase 

Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan hasil 

Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan

80%

Melaksanakan 

pelatihan-pelatihan 

yang berkaitan 

dengan pembinaan 

Ormas untuk terlibat 

dalam setiap kegiatan 

kemasyarakatan dan 

pembangunan di 

Provinsi Sulawesi 

Barat.

261,980,000          

Bidang Seni, 

Budaya, Agama 

dan Kemasyakatan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.01

Perumusan kebijakan teknis 

dan pemantapan 

pelaksanaan di Bidang 

Ketahanan ekonomi, sosial 

dan budaya.

Jumlah dokumen 

laporan kebijakan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan di bidang 

ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya yang 

terumus.

2 Dokumen 

Laporan

Merumuskan kebijakan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan di Bidang 

ketahanan ekonomi, 

sosial dan budaya.

261,980,000          

Bidang Seni, 

Budaya, Agama dan 

Kemasyakatan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Meningkatnya 

stabilitas 

keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat 

melalui antisipasi 

dini dan cegah 

dini.

Persentase 

angka 

kriminalitas 

yang tertangani.

100% VI.

Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasioal dan 

Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan 

Konflik Sosial.

Persentase 

Pemenuhan Dokumen 

Pelaporan kondisi 

waspada nasional, 

kualitas dan fasilitas 

penanganan konflik 

sosial.

85%

Mengadakaan 

sosialisasi dan rapat 

koordinasi akan 

menjaga pentingnya 

stabilitas keamanan, 

ketentraman dan 

ketertiban.

550,000,000          

Bidang 

Kewaspadaan 

Nasional dan 

Penanganan 

Konflik Sosial.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.01

Perumusan kebijakan teknis 

dan pemantapan 

pelaksanaan kewaspadaan 

nasional dan penanganan 

konflik sosial.

Terumusnya kebijakan 

teknis dan pelaksanaan 

pemantapan 

kewaspadaan nasional 

dan penanganan 

konflik sosial.

5 Dokumen 

Laporan

Merumuskan kebijakan 

teknis dan pemantapan 

pelaksanaan di Bidang 

Kewaspadaan Nasional 

dan Penanganan 

Konflik Sosial.

550,000,000          

Bidang 

Kewaspadaan 

Nasional dan 

Penanganan Konflik 

Sosial.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

8,313,481,982     Jumlah Total Pagu
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TW II TW III TW IV

Jadwal Pelaksanaan

Ket.Program & Kegiatan TW ISasaran Strategis Indikator Kinerja

Target 

Kinerja 

Sasaran 

Indikator Kinerja 

Program & Kegiatan

Target Program 

Kegiatan
Rencana Aksi  Anggaran 

Penanggung 

Jawab

 4

s

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19700701 199101 1 004

Mamuju,     Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM
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